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Bloomberg Technoz, Jakarta -Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan peraturan baru terkait penulisan nama pada dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan akta kelahiran. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada
Dokumen Kependudukan. Regulasi ini bertujuan untuk menyelaraskan sistem administrasi kependudukan agar lebih tertib dan terstandarisasi. Dalam praktiknya, aturan ini membatasi penggunaan nama yang tidak sesuai dengan norma agama, etika, hingga aspek legal. Prinsip Penulisan Nama Menurut Permendagri No. 73 Tahun 2022 Mengacu
pada Pasal 2 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, pencatatan nama harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut: Sesuai norma agama Menjunjung kesopanan dan kesusilaan Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku Dengan kata lain, nama yang akan dicantumkan pada dokumen kependudukan tidak boleh melanggar norma dan
hukum yang berlaku di Indonesia. Syarat Penulisan Nama yang Berlaku di KK, KTP, dan Akta Ilustrasi KTP (Dok. Pemprov DKI) Dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan beberapa ketentuan penting yang harus dipatuhi dalam pencatatan nama, yaitu: Mudah Dibaca dan Tidak MultitafsirNama harus bisa dibaca dengan jelas dan tidak mengandung arti ganda
yang dapat menimbulkan kebingungan. Tidak Mengandung Makna NegatifNama yang memiliki arti buruk, kasar, atau merendahkan tidak diperbolehkan digunakan. Jumlah Huruf Maksimal 60 Karakter (termasuk spasi)Ini bertujuan agar sistem komputerisasi administrasi kependudukan tidak terganggu. Minimal Terdiri dari Dua KataNama satu kata
saja tidak diperbolehkan lagi dalam dokumen kependudukan. Tata Cara Penulisan Nama: Dari Huruf Latin hingga Gelar Ilustrasi KTP. (Bloomberg Technoz) Baca Juga Page 2 Pada Pasal 5 ayat (1), dijelaskan tata cara pencatatan nama yang benar: Menggunakan Huruf LatinPenulisan nama harus menggunakan huruf latin, sesuai dengan ejaan bahasa
Indonesia yang berlaku. Pencantuman Nama Marga atau Famili DiperbolehkanNama keluarga bisa dimasukkan, asalkan menjadi satu kesatuan dengan nama pribadi. Gelar Dapat Dicantumkan di KK dan KTPGelar akademik, adat, dan keagamaan boleh dicantumkan dalam KTP dan KK. Contoh: Gelar di depan nama: Ir., Prof., dr., H., Hj. Gelar di
belakang nama: S.E., S.H., A.Md., M.Kom. Nama yang Dilarang Digunakan dalam Dokumen Kependudukan Ilustrasi Kartu Keluarga (Istimewa/Diolah) Melalui Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, terdapat sejumlah larangan yang harus diperhatikan oleh masyarakat saat mencatat nama pada dokumen resmi. Berikut ini
adalah kriteria nama yang dilarang: 1. Menyingkat Nama Pribadi Nama seperti Muhammad yang disingkat menjadi Muh atau Abdul menjadi Abd tidak diperbolehkan kecuali singkatan tersebut memiliki makna utuh yang tidak bisa disalahartikan. 2. Menggunakan Angka atau Tanda Baca Penggunaan simbol, angka, atau tanda baca (misalnya titik,
koma, apostrof) dalam nama dilarang keras. Nama harus terdiri dari huruf saja. 3. Mencantumkan Gelar dalam Akta Sipil Untuk dokumen seperti Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Pengakuan Anak, tidak boleh mencantumkan gelar apapun, baik akademik maupun keagamaan. Perbedaan Antara KK/KTP dan
Akta Pencatatan Sipil Salah satu alasan perbedaan aturan antara KK/KTP dan akta pencatatan sipil adalah karena: Data pada KK dan KTP bisa diperbaruiMisalnya, perubahan gelar setelah lulus kuliah atau naik haji bisa dicantumkan kemudian. Data dalam Akta Pencatatan Sipil Bersifat TetapAkta-akta ini mencatat peristiwa penting yang tidak bisa
diubah. Oleh karena itu, pencantuman gelar tidak diizinkan. Apakah Nama Lama Harus Diubah? Ilustrasi Kartu Keluarga (Istimewa/Diolah) Tidak. Aturan ini hanya berlaku untuk pencatatan nama baru setelah Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 diundangkan pada 21 April 2022. Artinya, nama-nama yang telah tercantum dalam dokumen
kependudukan sebelum tanggal tersebut masih tetap sah dan tidak perlu dilakukan perubahan. Namun, jika penduduk ingin melakukan perubahan nama, maka nama baru yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan terbaru ini. Dampak Positif Penerapan Aturan Ini Beberapa keuntungan dari adanya aturan baru penulisan nama ini antara lain:
Administrasi lebih tertib dan efisien Mengurangi kesalahan cetak dan penafsiran Mempermudah proses pencocokan data antar instansi Melindungi hak sipil penduduk secara legal dan sah (seo) Ikhbar.com: Saat hendak mencatatkan nama anak dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP, orang tua perlu berhati-hati.
Pasalnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) memiliki aturan ketat soal penulisan nama. Jika tidak sesuai, nama anak bisa saja ditolak.Aturan ini tertuang dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Dalam peraturan tersebut, nama penduduk wajib memenuhi
prinsip kesopanan, kesusilaan, serta selaras dengan norma agama dan hukum yang berlaku.Beberapa poin yang ada dalam peraturan tersebut, yang pertama adalah nama minimal terdiri dari dua kata, maksimal 60 karakter, nama juga harus mudah dibaca, jelas Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi pada Selasa, 22 Juli 2025. Daftar kriteriaDukcapil
secara tegas akan menolak nama yang tidak memenuhi ketentuan berikut:Nama multitafsir, yang bisa menimbulkan penafsiran ganda.Nama yang hanya satu kata atau kurang dari dua kata.Nama terlalu panjang, yakni lebih dari 60 karakter.Nama bermakna negatif atau mengandung konotasi buruk.Nama disingkat, kecuali singkatan tersebut tidak
menimbulkan arti lain.Nama mengandung angka atau tanda baca, termasuk simbol seperti apostrof ().Baca: 510 Perempuan Indonesia Kukuhkan Peran sebagai Pemimpin Pendidikan KeluargaMenurut Teguh, nama bukan sekadar identitas, tetapi juga harapan dan doa dari orang tua untuk masa depan anak.Nama adalah harapan dan doa dari orang
tua. Oleh karena itu, mari kita berikan nama pada anak-anak kita yang terbaik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, katanya.Penulisan gelarMengacu pada Pasal 5 ayat (1) dalam Permendagri tersebut, terdapat pedoman teknis lain dalam pencatatan nama di dokumen resmi:Nama harus ditulis menggunakan huruf latin sesuai
kaidah bahasa Indonesia.Nama marga atau famili dapat dicantumkan, namun harus menjadi satu kesatuan dengan nama pribadi.Gelar pendidikan, adat, dan keagamaan dapat dicantumkan di KK dan KTP. Gelar ini boleh disingkat, serta bisa ditulis di depan (seperti Prof, Ir, dr, H/Hj) atau di belakang nama (seperti S.I.Kom, A.Md.IK).KonsekuensiJika
nama yang dicatat melanggar aturan yang berlaku, maka Dukcapil berhak menolak penerbitan dokumen kependudukan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 Permendagri 73/2022.Tak hanya itu, pejabat Dukcapil yang tetap mencatatkan nama yang tidak sesuai aturan akan dikenai sanksi administratif, berupa teguran tertulis dari Menteri Dalam Negeri
melalui Dirjen Dukcapil.Sementara itu, bagi warga yang ingin mengganti nama, proses perubahan hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan negeri, dan harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Perlu dicatat, aturan ini resmi berlaku sejak 21 April 2022. Namun, bagi nama yang telah tercantum di dokumen resmi
sebelum tanggal tersebut, tetap dinyatakan sah dan tidak wajib diubah. KOMPAS.com - Pemerintah telah mengatur tata cara penulisan nama dalam dokumen kependudukan, termasuk di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Teguh Setyabudi mengatakan,
aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.Beberapa poin yang ada dalam peraturan tersebut, yang pertama adalah nama minimal terdiri dari dua kata, maksimal 60 karakter, nama juga harus mudah dibaca, kata Teguh kepada
Kompas.com , Selasa (22/7/2025).Lalu, apa saja kriteria nama yang bisa ditolak saat pengurusan KK dan KTP?Baca juga: Aturan Baru Penulisan Nama di KTP, KK, dan Akta Kelahiran, Jangan Sampai Salah Mengacu Pasal 2 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama,
kesopanan, kesusilaan, dan sesuai ketentuan peraturan-undangan.Untuk itu, Teguh mengungkapkan, ada sejumlah kriteria nama yang tidak diperbolehkan dan bisa ditolak oleh Dukcapil dalam pembuatan dokumen kependudukan, seperti KK dan KTP.Adapun kriteria nama yang dapat ditolak pada saat pengurusan KK dan KTP di Dukcapil adalah
sebagai berikut:Nama multitafsir, yaitu dapat ditafsirkan atau dipahami dengan lebih dari satu caraNama kurang dari dua kataNama lebih dari 60 karakterNama bermakna negatifNama disingkat (nama tidak boleh disingkat kecuali tidak ada arti lain dari singkatan tersebut)Nama menggunakan angka dan tanda baca (nama harus bebas dari angka
dan tanda baca, termasuk bebas dari tanda atau simbol apostrof (').)Nama adalah harapan dan doa dari orang tua. Oleh karena itu, mari kita berikan nama pada anak-anak kita yang terbaik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, ucap Teguh.Sementara itu, Merujuk Pasal 5 ayat (1) peraturan yang sama menjelaskan bahwa tata cara
pencatatan nama pada dokumen kependudukan harus meliputi beberapa hal, yaitu:Nama penduduk ditulis menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan, tetapi harus merupakan satu kesatuan dengan nama penduduk.Gelar
pendidikan, adat, dan keagamaan dapat dicantumkan pada KK dan KTP yang penulisannya dapat disingkat.Penulisan gelar dalam dokumen kependudukan dapat dicantumkan di depan atau di belakang nama penduduk dalam bentuk singkatan.Contohnya gelar dengan penulisan di depan nama, seperti Profesor (Prof), Insinyur (Ir), Dokter (dr), dan Haji
(H atau Hj).Sementara itu, gelar yang dicantumkan di belakang nama KK dan KTP, seperti gelar diploma atau sarjana. Contohnya Sarjana Ilmu Komunikasi (SIKom) atau Ahli Madya Ilmu Komunikasi (A.Md.IK).Baca juga: Dukcapil Ungkap Arti 16 Digit Angka NIK KTP, Tanggal Lahir Perempuan Ditulis BerbedaBagaimana jika melanggar aturan
penulisan nama?Berdasarkan Pasal 7 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, pejabat Dinas Dukcapil tidak akan mencatat dan menerbitkan dokumen kependudukan jika nama melanggar ketentuan.Pejabat yang melakukan pencatatan nama pada dokumen kependudukan padahal melanggar aturan akan diberikan sanksi administratif berupa teguran
tertulis.Sanksi akan diberikan oleh Mendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Sementara itu, jika seorang penduduk ingin mengubah nama, maka perubahan dalam dokumen kependudukan harus dilakukan berdasarkan ketentuan dari pengadilan negeri, dengan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Namun perlu diketahui, aturan penulisan nama dalam dokumen kependudukan ini mulai berlaku sejak diundangkannya Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 pada tanggal 21 April 2022.0leh karena itu, nama yang sudah tercantum dalam dokumen sebelum tanggal tersebut tetap dianggap sah dan berlaku, serta penduduk tidak wajib
melakukan perubahan. Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : . Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya. Bagikan: YOGYAKARTA - Memberikan nama untuk buah hati adalah salah satu momen paling berharga bagi orangtua. Tak jarang,
nama-nama unik dipilih dengan harapan dan doa terbaik menyertai perjalanan hidup sang anak.Namun dalam pemberian nama ini, ada satu aspek penting yang kerap terlewatkan yakni kesesuaian nama dengan aturan administrasi kependudukan di Indonesia. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kesulitan di kemudian hari dalam mengurus
dokumen-dokumen penting.Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa tidak semua nama bisa diterima secara administrasi.Ada beberapa kriteria nama yang dianggap tidak sah dan bisa menghambat pembuatan akta kelahiran, Kartu Keluarga (KK), hingga
Kartu Tanda Penduduk (KTP). Lantas, nama-nama seperti apa yang dianggap tidak sah dan mengapa demikian?Pedoman resmi mengenai pencatatan nama pada dokumen kependudukan telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.Peraturan ini
diterbitkan oleh Kemendagri untuk memastikan nama yang tercantum dalam dokumen resmi seperti KTP, KK, paspor, dan akta-akta pencatatan sipil, memenuhi standar kebahasaan, etika, serta kemudahan dalam administrasi publik.Kriteria Nama yang Tidak Sah Secara Administrasi KependudukanBerikut ini beberapa kriteria nama yang dianggap
tidak sah secara administrasi:Nama yang berkonotasi buruk atau mengandung unsur penghinaan, provokasi, atau hal-hal yang bertentangan dengan norma hukum, sosial, dan agama tidak diperbolehkan. Nama harus mencerminkan nilai yang positif dan tidak menyinggung pihak tertentu.Hanya Terdiri dari Satu KataBerbeda dengan beberapa budaya
lain, nama pada dokumen kependudukan di Indonesia harus terdiri dari minimal dua kata. Aturan ini juga penting untuk keperluan internasional, misalnya saat membuat paspor, yang umumnya membutuhkan nama depan dan nama belakang.Nama yang digunakan tidak boleh terdiri dari lebih dari 60 karakter (termasuk spasi). Pembatasan ini
dimaksudkan agar nama bisa dicetak dan dicatat secara utuh dalam sistem dan format dokumen resmi.Mengandung Angka atau SimbolNama harus ditulis dalam huruf Latin sesuai kaidah bahasa Indonesia dan tidak boleh mengandung angka, tanda baca, atau simbol lainnya. Tujuannya untuk mencegah kesalahan pembacaan dan kendala dalam
sistem digital administrasi.Sulit Dibaca atau MultitafsirNama harus mudah dibaca, dieja, dan dipahami. Nama yang memiliki banyak tafsir atau membingungkan dapat menimbulkan kesulitan dalam verifikasi data, penyebutan, hingga pelayanan publik.Nama tidak boleh disingkat, kecuali singkatan tersebut memang sudah umum dan tidak memiliki
arti lain. Perlu dicatat, gelar akademik dan keagamaan tidak boleh dicantumkan pada akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak.Namun, untuk KK dan KTP, gelar pendidikan dan keagamaan boleh dicantumkan dan penulisannya bisa disingkat.Apa Konsekuensinya Jika Nama Tidak Sesuai Aturan?Apabila sebuah nama
tidak memenuhi ketentuan di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) setempat berhak menolak pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan.Jika ada pejabat Dukcapil yang tetap mencatat dan menerbitkan dokumen meskipun mengetahui nama tersebut melanggar aturan, maka pejabat tersebut dapat dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis. Sanksi ini diberikan langsung oleh Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil.Ketentuan ini berlaku hanya untuk nama yang dicatatkan setelah Permendagri No. 73 Tahun 2022 terbit. Artinya, bagi masyarakat yang namanya telah tercatat dalam dokumen kependudukan sebelum 21 April 2022, tidak diwajibkan
mengganti nama atau melakukan penyesuaian. Tag: KTP digital e ktp ktp disdukcapil kartu keluarga JAKARTA, KOMPAS.TV -Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menegaskan tidak semua nama bisa digunakan untuk dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga
(KK), dan akta kelahiran. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Nama yang tidak memenubhi kriteria akan ditolak oleh petugas Dukcapil sehingga dokumen kependudukan tidak dapat diterbitkan. "Tujuan utamanya adalah untuk
mendukung kelancaran pelayanan publik, memberikan perlindungan hukum bagi anak, serta memastikan bahwa nama yang dicatat mencerminkan nilai-nilai agama, kesopanan, kesusilaan, dan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,"kata Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi dikutip dari Kompas.com,
Rabu (16/7/2025). Baca Juga: 1,9 Juta Nama Dicoret, Cek Status Penerima Bansos PKH dan BPNT Juli 2025 dengan KTP dan NIK Permendagri ini resmi berlaku sejak 21 April 2022. Nama-nama yang sudah tercatat pada dokumen kependudukan sebelum tanggal tersebut tetap sah dan tidak diwajibkan untuk diubah. Kriteria Nama yang Tidak Sah
Secara Administrasi Ditjen Dukcapil merinci beberapa kriteria nama yang dinilai tidak sah untuk dokumen kependudukan: Nama tidak boleh mengandung kata-kata yang berkonotasi penghinaan, provokasi, atau bertentangan dengan norma. Hanya Terdiri dari Satu Kata Nama harus terdiri dari minimal dua kata. Ketentuan ini penting untuk
mempermudah pelayanan administrasi, termasuk pembuatan paspor. Nama yang panjangnya melebihi 60 karakter (termasuk spasi) tidak akan dicatat di dokumen resmi. Mengandung Angka atau Tanda Baca Nama harus ditulis dengan huruf latin tanpa angka, simbol, atau tanda baca. Baca Juga: Penerima Bansos Terindikasi Judi Online, Pemerintah
Siap Coret Nama dari Daftar Bantuan? Sulit Dibaca dan Multitafsir Nama yang rumit atau menimbulkan interpretasi ganda akan ditolak untuk mempermudah penyebutan dan pencatatan. Nama tidak boleh berupa singkatan, kecuali jika singkatan tersebut sudah dikenal luas dan tidak memiliki arti lain. Ditjen Dukcapil menambahkan, gelar akademik
atau keagamaan tidak boleh dicantumkan pada akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. Namun, gelar boleh ditulis pada KK dan KTP elektronik dengan penulisan yang dapat disingkat. Kami memberikan ruang untuk Anda menulis Bagikan perspektif Anda, sumbangkan wawasan dari keahlian Anda, dan
berkontribusilah dalam memperkaya pemahaman pembaca kami. lihat foto KOLASE SERAMBINEWS.COM/GENERATED BY AI/TRIBUN PONTIANAKKOolase foto Kartu Keluarga (KK) dan pemuda yang diolah dengan kecerdasan buatan Meta Al, Senin (17/2/2025). (KOLASE SERAMBINEWS.COM/GENERATED BY AI/TRIBUN PONTIANAK) Nama Bisa
Ditolak Dukcapil? Ini Kriteria Nama yang Tak Akan Diproses Untuk Pembuatan KTP dan KK SERAMBINEWS.COM-Pemerintah telah menetapkan ketentuan terkait penulisan nama pada dokumen kependudukan, seperti KartuKeluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Aturan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil), Teguh Setyabudi, menjelaskan sejumlah poin penting dalam regulasi tersebut. Beberapa poin yang ada dalam peraturan tersebut, yang pertama adalah nama minimal terdiri dari dua kata,
maksimal 60 karakter, nama juga harus mudah dibaca, ujar Teguh dikutip viaKompas.com, Kamis (24/7/2025). Baca juga: Aturan Baru! Ini Ketentuan Penulisan Nama di KTP, KK dan Akta Kelahiran, Simak Kriterianya Mengacu pada Pasal 2 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, pencatatan nama dalam dokumen kependudukan, seperti KartuKeluarga
(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), harus mengikuti prinsip-prinsip norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Terkait hal ini, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Teguh Setyabudi, menyampaikan bahwa terdapat sejumlah kriteria nama yang tidak dapat diterima oleh Dukcapil
saat pengurusan dokumen kependudukan. Adapun nama-nama yang bisa ditolak saat pengajuan pencatatan di Dukcapil antara lain: Nama yang multitafsir, yaitu dapat dimaknai lebih dari satu cara. Nama yang terdiri dari kurang dari dua kata. Nama yang melebihi 60 karakter. Nama yang mengandung makna negatif. Nama yang disingkat (kecuali
singkatan tersebut tidak memiliki arti lain). Nama yang menggunakan angka atau tanda baca, termasuk tanda apostrof (‘). Baca juga: Ingin Beri Nama Anak? Hindari Nama yang Tidak Bisa Digunakan untuk Membuat Akta Kelahiran Hingga KTP "Nama adalah harapan dan doa dari orang tua. Oleh karena itu, mari kita berikan nama pada anak-anak
kita yang terbaik dan sesuai dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022," ujar Teguh. Page 2 Tayang: Kamis, 24 Juli 2025 11:24 WIB lihat foto KOLASE SERAMBINEWS.COM/GENERATED BY AI/TRIBUN PONTIANAKKOolase foto Kartu Keluarga (KK) dan pemuda yang diolah dengan kecerdasan buatan Meta AlI, Senin (17/2/2025). (KOLASE
SERAMBINEWS.COM/GENERATED BY AI/TRIBUN PONTIANAK) Sementara itu, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dari peraturan yang sama, terdapat ketentuan khusus mengenai tata cara pencatatan nama dalam dokumen kependudukan, yaitu: Nama harus ditulis menggunakan huruf latin dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nama marga,
famili, atau sebutan lain dapat dicantumkan sebagai bagian dari nama lengkap penduduk. Gelar akademik, adat, atau keagamaan dapat ditambahkan dalam KK dan KTP, dan penulisannya diperbolehkan dalam bentuk singkatan. Gelar tersebut bisa ditempatkan di awal atau akhir nama. Contoh penulisan di depan seperti Profesor (Prof), Insinyur (Ir),
Dokter (dr), dan Haji (H atau Hj), sedangkan penulisan di belakang mencakup gelar pendidikan seperti Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) atau Ahli Madya Ilmu Komunikasi (A.Md.IK) Baca juga: Optimalkan Layanan kepada Masyarakat, Disdukcapil Abdya Siapkan Ribuan Blangko KTP-el Konsekuensi Melanggar Ketentuan Jika seseorang melanggar
ketentuan penulisan nama sesuai Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, maka dokumen kependudukan tidak akan diterbitkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 regulasi tersebut, yang menyebut bahwa pejabat Dinas Dukcapil tidak diperbolehkan mencatat atau menerbitkan dokumen apabila nama yang dicantumkan tidak sesuai dengan aturan. Apabila
ada pejabat yang tetap memproses pencatatan nama yang melanggar ketentuan, maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Pemberian sanksi ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Baca juga: 1,9 Juta Nama Dicoret Dari Daftar Penerima
Bansos Bulan Ini, Cek Status Anda Pakai NIK KTP di Sini Bagi penduduk yang ingin mengubah nama, proses perubahan harus melalui keputusan pengadilan negeri. Setelah ada putusan pengadilan, perubahan nama bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Perlu dicatat bahwa aturan penulisan
nama ini mulai berlaku sejak Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 diundangkan pada 21 April 2022. Oleh karena itu, nama-nama yang sudah tercantum dalam dokumen kependudukan sebelum tanggal tersebut tetap dianggap sah dan tidak wajib diubah. Baca juga: Syarat dan Cara Pindah Alamat Kartu Keluarga dan KTP dalam Satu Kota, Apa Saja?
Semua Diurus Gratis (Serambinews.com/Sri Anggun Oktaviana) Ragamnusantara.id, Pemerintah telah mengatur tata cara penulisan nama dalam dokumen kependudukan, termasuk di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Teguh Setyabudi mengatakan, aturan
tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.Beberapa poin yang ada dalam peraturan tersebut, yang pertama adalah nama minimal terdiri dari dua kata, maksimal 60 karakter, nama juga harus mudah dibaca, kata Teguh kepada, Selasa
(22/7/2025).Lalu, apa saja kriteria nama yang bisa ditolak saat pengurusan KK dan KTP?6 kriteria nama yang ditolak DukcapilMengacu Pasal 2 Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan sesuai ketentuan peraturan-undangan.Untuk itu,
Teguh mengungkapkan, ada sejumlah kriteria nama yang tidak diperbolehkan dan bisa ditolak oleh Dukcapil dalam pembuatan dokumen kependudukan, seperti KK dan KTP.Adapun kriteria nama yang dapat ditolak pada saat pengurusan KK dan KTP di Dukcapil adalah sebagai berikut: Jumat, 18 Juli 2025 | 17:03 WIB Penulis: Mega Putri Kriteria
Nama yang Tidak Bisa Digunakan untuk Membuat KK dan KTP, Apa Saja? KEPENDUDUKAN/CATATAN SIPIL - Inilah kriteria nama yang tidak boleh untuk membuat KK atau KTP. Simak peraturan membuat nama untuk dokumen kependudukan di Indonesia. Setiap orang tua pasti menginginkan pemilihan nama yang bagus untuk anak-anaknya nanti.
Namun Anda tidak bisa asal memilih nama saat ingin membuat dokumen kependudukan keluarga di Indonesia. Inilah kriteria pembuatan nama yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dokumen keluarga seperti KK dan KTP. Baca Juga: Promo Pizza Hut dan Superman Berakhir 18 Juli 2025, Tiket Nonton Gratis di CGV Kriteria Nama untuk
KK dan KTP Aturan pembuatan nama bagi warga negara Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022. Peraturan ini berkaitan dengan pencatatan nama seseorang dalam dokumen kependudukan seperti KK dan KTP. Inilah dokumen kependudukan yang membutuhkan nama yang benar: Biodata
penduduk Kartu Keluarga (KK) KTP-el Surat Keterangan Kependudukan Akta pencatatan sipil Berikut kriteria aturan nama yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk membuat KK dan KTP. Atura ini dijelaskan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri melalui akun @dukcapilkemendagri di Instagram. Tonton: Bunga KPR BCA Bakal Turun, Tapi...
Kriteria pembuatan nama: Nama minimal 2 kata Nama tidak boleh melebihi dari 60 karakter huruf Nama mudah dibaca Nama tidak bermakna negatif Nama tidak multitafsir Selain itu @dukcapilsleman di Instagram juga menjelaskan bahwa nama marga dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan. Gelar pendidikan, adat dan keagamaan juga
dapat dicantumkan pada KK dan KTP elektronik Anda. Nah apa saja yang tidak diperbolehkan dalam membuat nama untuk dokumen kependudukan? Nama tidak boleh disingkat Nama tidak boleh menggunakan angka dan tanda baca Gelar tidak diperbolehkan ditulis di akta pencatatan sipil Baca Juga: Daftar Kereta Api Stainless Steel New Generation
Bertambah, Mulai 15-16 Juli 2025 Aturan gelar berbeda pada KK dan KTP karena dua dokumen itu dapat diperbarui kapan saja sesuai kondisi seseorang. Seperti yang diungkapkan Dukcapil, ketentuan semua aturan Permendagri ini berlaku mulai 21 April 2022. Nama penduduk yang tercatat pada dokumen sebelum tanggal tersebut tetap berlaku dan
tidak perlu diubah. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Terbaru Rabu, 23 Juli 2025 | 17:17 WIB Rabu, 23 Juli 2025 | 13:47 WIB Rabu, 23 Juli 2025 | 04:04 WIB Rabu, 23 Juli 2025 | 04:04 WIB Selasa, 22 Juli 2025 | 17:09 WIB Selasa, 22 Juli 2025 | 15:10 WIB Selasa, 22 Juli 2025 | 12:58 WIB Selasa, 22 Juli 2025 | 05:12 WIB Senin, 21 Juli
2025 | 17:05 WIB Terpopuler Tarif Impor AS Turun, Pasar Domestik Terancam Banjir Produk Impor Emiten Grup Salim IMJS Hingga INET Bakal Rights Issue, Mana yang Menarik? MSCI Akan Umumkan Peninjauan Indeks, Ini Saham yang Berpotensi Jadi Penghuni Baru Asing Net Buy Rp 663 Miliar, Cek Saham yang Banyak Diborong Rabu (23/7)
Cermati Saham yang Berpeluang Masuk MSCI, Ada SSIA, BRMS hingga ANTM Ada Proyek Hilirisasi, Begini Dampak ke Emiten Tambang Bank Jago Catat Laba Tumbuh 154% pada Semester I-2025 Chandra Asri (TPIA) Lepas 29,5 Juta Saham Chandra Daya (CDIA), Raup Rp 44,7 Miliar Uni Eropa Peringatkan Momen Paling Berbahaya yang
Melibatkan Rusia-China di 2027 Berikut Isi Joint Statement Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia dengan AS Jangan Lewatkan Cek Penerima Di Bsu.kemnaker.go.id, BSU Ketenagakerjaan Tersisa 2,1 Juta Orang Saham BRPT ISSP INET SOLA HILL DOOH Diborong Pengendali, Investor Perlu Beli / Jual? 6 Dokumen Kependudukan yang Tidak
Perlu Lagi Surat Pengantar RT/RW, Apa Saja? Aturan Ganjil Genap Jakarta Hari Ini, Semua Hal yang Perlu Anda Ketahui Harga 2 Saham Ini Melonjak Ratusan Persen Usai IPO, Apakah Masih Layak Beli? Intip Jadwal KRL Solo Jogja Terbaru Hari Ini Kamis, 24 Juli 2025 Cara Cek Penerima Bansos Lewat HP, Hanya Perlu Data KTP Jadwal SIM Keliling
Jakarta Hari Ini (24/7), Perpanjang SIM Langsung Difoto Simak Daftarnya! 8 Saham Dikeluarkan Dari Bursa Efek, 40-an Saham Menyusul Resmi! Ujian Nasional SD SMP SMA 2025 Diganti Tes Kemampuan Akademik, Apakah TKA Itu? Tayang: Kamis, 17 Juli 2025 15:27 WITA lihat foto ISTNAMA PANJANG - Kolase nama panjang dan unik di Indonesia.
Permendagri 73/2022 menetapkan enam jenis nama yang tidak boleh digunakan untuk KTP, KK, dan akta kelahiran. Termasuk nama satu kata, mengandung simbol, dan sulit dibaca. TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA Tidak semua nama bisa digunakan dalam dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta
kelahiran. Hal ini diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) menegaskan, nama yang tidak sesuai aturan akan ditolak, sehingga dokumen kependudukan tidak dapat diterbitkan. Tujuan utamanya adalah untuk
mendukung kelancaran pelayanan publik, memberikan perlindungan hukum bagi anak, serta memastikan bahwa nama mencerminkan nilai-nilai agama, kesopanan, kesusilaan, dan sesuai peraturan perundang-undangan, ujar Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/7/2025). Permendagri ini telah berlaku sejak 21 April
2022. Nama-nama yang sudah tercatat sebelum aturan ini tetap sah dan tidak perlu diubah. Baca juga: Ikut Rambu Solo Lalu ke Londa Toraja Utara, Wisatawan Italia Terkesan Berikut 6 Jenis Nama yang Ditolak Dukcapil: Mengandung Makna NegatifNama tidak boleh mengandung kata-kata yang bernada menghina, provokatif, atau bertentangan
dengan norma agama dan kesusilaan. Terdiri dari Satu KataNama harus minimal dua kata. Ini mempermudah pelayanan publik, termasuk dalam pengurusan paspor. Terlalu Panjang (Lebih dari 60 Karakter)Nama yang melebihi 60 karakter (termasuk spasi) tidak akan dicatat. Mengandung Angka atau Tanda BacaNama tidak boleh berisi angka,
simbol, atau tanda baca. Harus menggunakan huruf latin standar. Sulit Dibaca atau MultitafsirNama yang rumit, tidak lazim, atau dapat ditafsirkan ganda akan ditolak. Berbentuk SingkatanNama singkatan tidak diperbolehkan, kecuali singkatan tersebut umum dan dikenal luas serta tidak bermakna lain. Gelar akademik atau keagamaan tidak boleh
dicantumkan dalam dokumen seperti akta lahir, akta kematian, dan akta perkawinan. Namun, gelar boleh ditulis di KK dan e-KTP, dengan penulisan yang bisa disingkat. (*) KOMPAS.com - Pemerintah telah mengatur tata cara penulisan nama dalam dokumen kependudukan, termasuk di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Direktur
Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Teguh Setyabudi mengatakan, aturan tersebut tertuang... readfullstory
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